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ABSTRACT 
This research explores on: 1) How is the zakat utilization management policy in BAZNAZ 
Lebak and its implication to empowering the mustahik in Lebak regency? 2) How is Islamic 
Jurispudence perspective on rolling capital program in BAZNAS Lebak regency?3)What are 
the strengths and the weaknesses, the challenges and the opportunities faced by BAZNAS 
Lebak regency? This is qualitative field research. The collected data is related to theresearch 
focus both primary (obtained directly from the interview of BAZNAS Lebak regency’s board, 
the government on Lebak regency and musahik zakat) and secondary (acquired from books, 
journals, magazines, records, newspaper and other things)then being analyzed trough SWOT 
analyzes, IFE matrix, EFE and IE where the author analyzes the strengths and weaknesses 
factors , and also the challenges and opportunities on zakat utilization and to conduct in 
depth study in Islamic jurisprudence against one of rolling capital program. The result 
shows: 1) Management policy on zakat utilization in BAZNAS. Lebak regency based on local 
government regulation no. 11th year 2005 in chapter 17th, there are three principles in 
zakat utilization: a. Zakat utilization must comply with the norms both of the target and the 
form of the program, b.the use of zakat is based on priority needs of mustahik, c. Based on the 
result on Musda BAZNAS Lebak that include the element of local government, MUI, 
practitioner and academician. 2) Rolling capital program in BAZNAS sourced from the 
donation and charity, it wasn’t from zakat funds. So according to the Islamic jurisprudence 
should be done by this mechanism. 3) The result shows the total EFI is 2.68 and the total of 
EFE is 2.59. Based on the result of IE Matrix of BAZNAS Lebak is on V (fifth) (Preserve and 
Maintain) with a focus to the market penetration and program development. The result of 
SWOT matrix strategy is recommendation to the strategy S-O (Strength - Opportunieties) 
namely: to utilize the Brand Image of BAZNAS Lebak, transparency and public trust 
independence, Utilize the information and communication systems based on positioning 
technology to strengthen BAZNAS and facilitate access to public information about the 
program BAZNAS Lebak regency. 
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I. PENDAHULUAN  
Potensi zakat yang begitu besar 
sangat berhubungan erat dengan asumsi 
pengentasan kemiskinan. Secara logika 
kebanyakan orang akan berpikir, dengan 
potensi zakat yang begitu besar di 
Indonesia, peluang untuk pengentasan 
kemiskinan tentunya akan semakin 
terbuka lebar. Proses transformasi 
mustahik menjadi muzakki akan lebih 
memungkinkan, jika melihat potensi 
tersebut. Namun, realita yang ada saat 
ini, harus diakui, masih jauh dari 
harapan. Penyaluran zakat yang telah 
dilaksanakan, meski sudah berjalan 
dengan sangat baik, namun tentunya hal 
tersebut masih dikatakan belum 
maksimal, jika dibanding dengan potensi 
zakat tersebut.  
Tidak dapat dipungkiri, bahwa 
proses penyaluran zakat masih 
menghadapi banyak kendala. Mulai dari 
cakupan wilayah yang begitu luas, 
keterbatasan SDM, kurangnya 
pemanfaatan ICT, pemetaan mustahik 
yang belum optimal, hingga program 
penyaluran zakat yang terkadang masih 
belum memberikan efek dan dampak 
yang signifikan. Namun tidak sedikit pula 
OPZ yang telah mengoptimalkan 
penyaluran zakatnya dengan berbagai 
program yang cukup efektif dan 
memberi dampak yang cukup baik 
terhadap peningkatan taraf 
kesejahteraan hidup masyarakat.  
Penyaluran zakat kini telah menjadi 
titik pembahasan yang cukup intens 
dibicarakan. Karena keberhasilan fungsi 
zakat akan sangat terlihat dari proses 
penyaluran zakat, efektifkah ia atau 
tidak. Penyaluran zakat yang efektif dan 
tepat sasaran akan memunculkan 
persepsi pencapaian fungsi zakat yang 
baik dan optimal, baik secara syariah 
maupun secara ekonomi.  
Pembahasan mengenai penyaluran 
zakat, tentunya akan berkaitan dengan 
pembahasan mengenai amil zakat. Secara 
sederhana, dapat dikatakan bahwa 
pembayaran zakat melalui amil, akan 
memberi dampak yang lebih besar dalam 
sisi ekonomi, ketimbang membayar zakat 
langsung kepada fakir miskin atau 
golongan mustahik lainnya selain amil.   
Secara fiqh, memang diperbolehkan 
seorang muzaki menyerahkan langsung 
zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam 
konteks yang lebih makro, tujuan ibadah 
zakat tidak akan tercapai apabila tidak 
dikelola oleh lembaga amil.  
Dalam ekonomi Islam, sistem 
penyaluran zakat langsung kepada 
mustahik disebut dengan Direct Zakat 
System. Sedangkan pembayaran zakat 
melalui amil dikenal dengan Indirect 
Zakat System. Dilihat dari sisi ekonomi, 
sistem pembayaran zakat secara 
langsung kepada mustahik memiliki 
kelemahan dibandingkan sistem 
pembayaran zakat melalui amil (Indirect 
Zakat System). Di samping itu, direct 
zakat system tersebut akan 
menyebabkan sulitnya mewujudkan 
hikmah dan fungsi zakat, terutama yang 
berkaitan dengan kesejahteraan umat.  
Dari penjelasan tersebut, maka dapat 
dikatakan bahwa agar penyaluran zakat 
berjalan efektif, optimal, dan untuk 
pencapaian hikmah dan fungsi zakat 
yang lebih baik, maka pembayaran zakat 
haruslah dilakukan melalui amil, baik 
berupa BAZ maupun LAZ. Karena OPZ 
tersebut yang akan memainkan 
peranannya sebagai intermediary system 
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atau penghubung antara muzakki dan 
mustahik.  
Masing – masing dari sejumlah OPZ 
yang telah berdiri di negeri ini, memiliki 
SOP tersendiri terkait pengelolaan zakat. 
Khusus menyangkut penyaluran zakat, 
masing – masing OPZ tersebut juga 
memiliki berbagai program yang 
diberlakukan. Bahkan antar satu OPZ 
dengan yang lain, memiliki program 
penyaluran zakat yang berbeda, bahkan 
tidak sedikit juga yang memiliki program 
penyaluran zakat “unggulan”.  
Tentunya, apapun bentuk program 
yang dijalankan dalam penyaluran 
zakatnya, OPZ harus merujuk kepada 
rujukan yang sama dalam hal yang 
berkaitan tentang prinsip dasar dan asas 
hukumnya dalam Islam. Karena zakat 
bukan hanya merupakan suatu bentuk 
kegiatan ekonomi semata, namun zakat 
merupakan ibadah yang harus 
diperhatikan batasan dan ketentuannya 
yang ada dalam fiqh. Sehingga perlu 
dipastikan bahwa penyaluran zakat yang 
dilakukan oleh OPZ, dalam berbagai 
bentuk programnya, haruslah sesuai 
dengan koridor hukum positif maupun 
koridor fiqh.  
Dari hal tersebut, penulis menilai 
sangat perlu untuk dikaji lebih 
mendalam tentang prinsip dasar dan 
mekanisme penyaluran zakat dalam 
tinjauan fiqh. Dengan melihat kepada 
keberagaman pola penyaluran zakat 
yang dilakukan oleh berbagai OPZ, 
tentunya hal tersebut harus memiliki 
landasan dan konsep umum yang 
terintegrasi. Karena zakat merupakan 
salah satu kajian dari fiqh, maka berbagai 
pola penyaluran zakat yang dilakukan 
oleh berbagai OPZ harus merujuk kepada 
rujukan primer fiqh, yaitu al-qur’an dan 
hadits. 
Permasalahan pokok yang hendak 
dirumuskan pada tesis ini adalah 
tinjauan fiqh dalam prinsip dasar 
penyaluran zakat dan mekanisme 
penyaluran zakat. Secara garis besar, 
permasalahan tersebut dapat dirangkum 
dalam dua permasalahan sebagai 
berikut: 
A. Apakah yang menjadi ketentuan 
dasar penyaluran zakat dalam perspektif 
fiqh? 
B. Bagaimanakah implementasi pola 
penyaluran zakat yang sesuai dengan 
landasan fiqh? 
II. METODE PENELITIAN 
Penelitian dalam tesis ini, berkaitan 
dengan pembahasan mengenai prinsip 
dasar penyaluran zakat serta pola dan 
mekanismenya dalam tinjauan fiqh. 
Maka penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Metode penelitian 
ini juga disebut dengan metode 
interpretive, karena data hasil penelitian 
lebih berkenaan dengan interpretasi 
terhadap data yang ditemukan. Metode 
penelitian yang digunakan dalam 
mencari data adalah studi riset 
kepustakaan (library research).  
III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Dasar Penyaluran Zakat 
Dalam Perspektif Fiqh  
Penyaluran Zakat Hanya Kepada 
Mustahik 
Al-Qur’an telah memberikan 
batasan khusus terkait penyaluran zakat, 
dimana telah disebutkan delapan 
golongan yang berhak menerima zakat. 
Penjelasan umum terkait penyaluran 
zakat tersebut kemudian dirinci oleh 
sunnah. Perhatian khusus al-qur’an 
terhadap penyaluran zakat seperti itu 
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sangat dinilai perlu, mengingat kondisi 
manusia yang selalu bernafsu untuk 
mengumpulkan harta. Bahkan bisa 
dimungkinkan jika harta zakat telah 
terkumpul, akan diambil oleh orang-
orang yang sebetulnya tidak berhak 
menerimanya. Dengan adanya batasan 
yang diberikan al-qur’an, maka 
penyaluran zakat akan menjadi tepat 
sasaran dan berdaya guna.  
MA. Mannan dalam kutipan di atas 
menyatakan bahwa zakat merupakan 
pendapatan yang penyalurannya tidak 
bisa dilakukan seenaknya sebagaimana 
pajak, yang tidak selalu disalurkan 
kepada tujuan produktif.  
Jumhur fuqaha, sebagaimana yang 
disebutkan Wahbah Zuhaily, bersepakat 
bahwa zakat tidak boleh dibagikan 
kepada selain yang disebutkan oleh Allah 
SWT. Mereka juga menyebutkan 
beberapa contoh penyaluran zakat yang 
dipandang haram, diantaranya zakat 
yang diberikan untuk membeli kain 
kafan, pengerukan sungai, sarana 
pengairan, penerimaan tamu, 
membangun pagar, dan lainnya. 
Dari pendapat di atas, terlihat 
bagaimana para ulama fiqh memiliki 
pandangan yang sama. Dimana mereka 
bersepakat untuk menyerahkan urusan 
penyaluran zakat kepada al-qur’an, dan 
hanya diberikan kepada delapan 
golongan mustahik. Hal tersebut 
tentunya dimaksudkan agar zakat benar-
benar diberikan kepada yang berhak 
menerimanya.  
Namun, di antara delapan golongan 
mustahik, al-Kasani menafsirkan bahwa 
di dalam kelompok itu ada yang disebut 
untuk kepentingan di jalan Allah (fi 
sabilillah),  atau hal – hal  lain yang 
termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, 
semua upaya di dalam melakukan 
ketaatan kepada Allah SWT, dan jalan-
jalan kebaikan bila diperlukan, dapat 
dikategorikan sebagai kepentingan di 
jalan Allah (fi sabilillah). Karena fi 
sabilillah itu sifatnya umum, ia juga 
mencakup pembangunan masjid, dan hal 
lain yang telah disebutkan di atas. 
Sebagian pengikut mazhab Hanafi 
menafsirkan kata sabilillah dengan 
menuntut ilmu sehingga para pelajar 
yang menuntut ilmu, bisa mendapatkan 
bagian dari zakat walaupun mereka kaya. 
Firman Allah SWT dalam surat At-
Taubah: 60 telah menjadi acuan dasar 
dalam penetapan penyaluran zakat. 
Dimana dari ayat tersebut, dapat 
dipahami bahwa Allah SWT-lah yang 
menentukan pembagian zakat. Hal ini 
juga menunjukkan bahwa Allah SWT 
telah mengatur pembagian zakat, 
menjelaskan hukum-hukum yang 
berkenaan dengannya, dan tidak 
mewakilkan urusan penyaluran zakat ini 
kepada pihak lain. Ayat ini juga yang 
merupakan sangkalan atas tuduhan 
kaum munafiqin terhadap Rasulullah 
SAW yang dituduh telah menentukan 
pembagian zakat menurut kehendaknya.  
Menurut pandangan Islam penguasa 
bukanlah orang yang terlindung dari 
kesalahan, tapi dia adalah manusia biasa 
yang bisa salah dan bisa benar. Kaum 
muslimin secara umum berhak untuk 
mengoreksi kekeliruan dan meluruskan 
penyimpangannya. 
Dengan kemahatahuan Allah SWT 
akan hamba-hamba-Nya, Dia langsung 
“turun tangan” dalam mengatur 
pembagian zakat.  
Firman Allah SWT dalam surat at-
Taubah ayat 60 tersebut merupakan dalil 
yang dipegang oleh jumhur (Hanafi, 
Maliki, dan Hambali). Mereka 
berpendapat bahwa sesungguhnya ayat 
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tersebut menyatakan zakat tidak boleh 
dibagikan kepada selain kelompok 
tersebut dan bila dibagikan kepada 
kelompok yang ada maka tindakan itu 
dianggap sangat baik. 
Qutb Ibrahim Muhammad, Dakwah 
Rasulullah SAW, Tentang Ekonomi, 
Keuangan, dan Sistem Administrasi. 
(Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), hlm. 
231 mengatakan bahwa pengalokasian 
zakat sebagaimana yang disebutkan 
dalam al-qur’an tersebut memiliki 
beberapa tujuan utama, diantaranya: 
a. Pengalokasian pembiayaan zakat 
dalam aspek-aspek yang dibatasi 
oleh ayat al-qur’an mengandung 
unsur peringanan beban-beban yang 
menimpa sebagian orang yang 
menjadi sasaran harta zakat ini, yaitu 
kaum fakir yang menderita karena 
kefakirannya, maka zakat 
meringankan itu. Begitu juga orang 
miskin yang menanggung tekanan 
beban kekurangan harta, maka zakat 
mengurangi itu dari beban berat 
kemiskinannya. Hal tersebut juga 
berlaku bagi hamba sahaya yang 
terjatuh dalam hinanya perbudakan, 
maka zakat membuat mereka dapat 
membebaskan dirinya dari kehinaan 
itu. Begitu juga dengan golongan-
golongan mustahik yang lain, yang 
masing-masing memiliki beban, 
sehingga zakat diberikan demi 
meringankan beban yang mereka 
tanggung. 
b. Alokasi harta zakat oleh al-qur’an ini 
juga dimaksudkan untuk 
mewujudkan solidaritas masyarakat, 
sehingga orang fakir tidak lagi iri 
dengan orang kaya. Dan dengan 
begitu, orang miskin juga tidak 
membenci pemilik harta. Orang yang 
terlilit hutang, setelah dilunasi 
hutangnya melalui zakat, dapat 
kembali berusaha dalam masyarakat. 
Dengan demikian, dalam masyarakat 
muslim, kestabilan akan merata, jauh 
dari berbagai bentuk fitnah, dan 
segala bentuk ujian pun akan 
mengecil. 
c. Perputaran harta yang dihasilkan 
melalui pembagian zakat akan ikut 
andil dalam membangun berbagai 
aktivitas ekonomi dalam suatu 
masyarakat. Oleh karena itu, kaum 
fakir, miskin, terkadang dapat 
mengembangkan harta zakat itu 
untuk pelbagai usaha, keterampilan, 
atau perniagaan kecil, sehingga tidak 
kembali lagi kepada kondisi 
meminta-minta dan tekanan 
kemiskinan.  
d. Dari sisi keuangan Negara, 
pengalokasian tersebut mengandung 
konsekuensi bahwa pemerintahan 
Islam setelah mengurusi 
pengumpulan zakat tidak lagi 
memasukkan sumber pemasukan 
zakat dan pembiayaannya ke dalam 
anggaran Negara beserta semua 
sumber pemasukan dan pembiayaan 
Negara. Tetapi zakat wajib 
dimasukkan ke dalam satu anggaran 
khusus, yang dalam satu sisi, dapat 
diperoleh dari sumber pemasukan 
zakat, dan di sisi lain, dari anggaran 
zakat. 
Penyaluran Zakat didasari atas 
Jumlah Zakat yang Terkumpul 
Allah SWT telah menyebutkan 
secara rinci di dalam al-qur’an tentang 
delapan sasaran zakat. Kedelapan 
golongan yang berhak menerima zakat 
tersebut antara lain; fakir, miskin, amil, 
muallaf, budak, orang yang berutang, 
ibnu sabil, dan fi sabilillah. 
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Sebagaimana yang telah dibahas 
pada bahasan sebelumnya, terdapat 
permasalahan yang sempat 
diperselisihkan di antara para fuqaha, 
yaitu mengenai penyaluran zakat kepada 
mereka semua (delapan golongan), atau 
cukup hanya kepada salah satu golongan 
saja. Bahkan disebutkan pula bahwa 
zakat hendaknya disalurkan kepada 
mereka di antara golongan mustahik 
yang lebih membutuhkannnya. 
Hal tersebut tentunya bukanlah 
dimaksudkan untuk mengkhususkan 
sebagian golongan mustahik, dan bukan 
pula untuk menafikan sebagian yang lain. 
Pertimbangan dalam penyaluran zakat 
dengan melihat kepada tingkat 
kebutuhan mustahik, akan diperlukan 
jika harta zakat yang terkumpul tidaklah 
banyak.  
Dengan kata lain, jika harta zakat 
terkumpul tidak banyak, maka akan sulit 
bagi amil untuk membagikannya kepada 
seluruh kedelapan golongan mustahik. 
Karena itu karena tentunya jika zakat 
yang diterima oleh mustahik terlalu 
sedikit, dengan maksud agar semua 
golongan dapat menerima, tentunya 
manfaat dari zakat kurang dirasakan 
mustahik secara optimal.  
Sebaliknya, jika harta zakat yang 
terkumpul berjumlah cukup banyak, 
akan lebih mudah bagi amil zakat untuk 
membagikannya kepada seluruh 
kedelapan golongan mustahik.  
Permasalahan yang terjadi 
belakangan adalah, dimana jumlah fakir 
miskin setiap zaman kecenderungannya 
mengalami peningkatan. Akibatnya rasio 
antara muzakki dengan mustahik sudah 
meningkat, menjadi satu orang muzakki 
berbanding satu juta mustahik. Kondisi 
tersebut menyebabkan zakat yang 
terkumpul tidak banyak, sehingga zakat 
yang diterima mustahik terlalu sedikit.  
Jika kondisi tersebut terjadi, dimana 
harta zakat yang terkumpul tidak 
mencukupi, maka perlu diambil dari 
sumber lain dari kas Negara atau dengan 
cara mewajibkan pungutan baru atas 
harta orang-orang kaya untuk menutupi 
kekurangan itu dengan syarat-syarat 
yang telah ditentukan oleh syariat Islam. 
Tentunya hal tersebut dilakukan setelah 
melalui proses pengelolaan zakat yang 
baik dengan perhitungan yang matang. 
Sehingga kondisi tersebut dapat 
diminimalisir untuk dimungkinkan 
terjadi.  
Proporsional  
Islam telah menjadikan pemenuhan 
kebutuhan materi, sebagai salah satu 
unsur yang paling penting dalam 
merealisasikan kehidupan yang bahagia.  
Allah SWT telah mewajibkan zakat 
dan menjadikannya tiang agama Islam, di 
mana zakat diambil dari orang kaya dan 
diberikan kepada orang fakir, yang 
dengannya mereka dapat memenuhi 
kebutuhan materinya seperti makan, 
minum, pakaian, dan perumahan serta 
kebutuhan lainnya, seperti pernikahan, 
kebutuhan fikiran dan ruhani seperti 
buku-buku ilmu pengetahuan. Dengan 
ini, si fakir akan mampu berperan dalam 
kehidupan serta melaksanakan 
kewajibannya untuk taat kepada Allah 
SWT.  
Sebagian ulama fiqh berpendapat 
bahwa pengalokasian zakat kepada 
mustahik haruslah berdasarkan tingkat 
kecukupan dan kebutuhannya masing-
masing. Dengan menerapkan kaidah ini, 
suatu organisasi pengelola zakat/amil 
zakat akan mengalami dua kemungkinan, 
yaitu kemungkinan akan terjadi surplus 
pada harta zakat, seperti yang terjadi 
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pada masa pemerintahan Umar bin 
Khattab, Utsman bin Affan, dan Umar bin 
Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi, maka 
didistribusikan kembali, sehingga dapat 
mewujudkan kemaslahatan kaum 
muslimin seluruhnya. Selain dari kondisi 
di atas, dimungkinkan pula terjadi defisit 
atau terjadinya kekurangan. Tentunya 
kekurangan yang terjadi itu dapat 
ditanggulangi dengan pemetaan 
mustahik yang lebih tepat di awal 
sebelum penyaluran zakat dilakukan. 
Sehingga masalah adanya kekurangan 
seperti itu tidak akan menjadi “beban” 
para muzakki yang telah membayarkan 
zakatnya.  
Penyaluran zakat yang dilakukan 
oleh amil zakat tidaklah dapat 
dilaksanakan sesuai kehendak amil itu 
sendiri. Berdasarkan pendapat di atas, 
seorang amil yang bertugas menyalurkan 
zakat kepada para mustahik, haruslah 
mampu untuk mempelajari kondisi para 
mustahik. Yaitu kondisi mengenai tingkat 
kebutuhan mustahik terhadap harta 
zakat. Sehingga harta zakat yang 
terkumpul akan langsung disalurkan 
kepada mereka yang benar-benar 
membutuhkannya, bukan hanya sekedar 
menginginkannya.  
Zakat sebagai media bantuan untuk 
memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin 
dan golongan mustahik lainnya, 
ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dimana 
Rasulullah SAW menekankan bahwa 
orang yang menanggung derita dan 
beban yang berat berhak untuk 
menerima shadaqah dan zakat, dengan 
tujuan untuk pemenuhan kebutuhannya. 
Pola pengalokasian zakat menurut 
tingkat kebutuhan mustahik seperti itu, 
telah dicontohkan Rasulullah SAW. 
Dimana hasil pengumpulan zakat, kharaj, 
dan jizyah didistribusikan melalui suatu 
daftar pembayaran yang berisi nama-
nama orang yang berhak menerimanya. 
Masing-masing menerima bagian sesuai 
dengan kondisi materialnya, orang yang 
sudah menikah memperoleh bagian dua 
kali lebih besar daripada orang yang 
belum menikah. 
Dari beberapa gambaran tentang 
pola penyaluran zakat di atas, terlihat 
bahwa Islam sangatlah mementingkan 
arti keadilan. Keadilan yang berdasar 
pada tingkat kebutuhan dan derita yang 
ditanggung mustahik, bukan dengan 
menyamaratakan jumlah zakat atas 
semua mustahik yang ada. Dengan 
merealisasikan pola tersebut, tentunya 
tujuan zakat untuk mensejahterakan 
umat akan lebih bisa dicapai dengan 
baik.  
Penyegeraan dalam Penyaluran Zakat 
Penyaluran zakat merupakan 
amanah yang harus dilaksanakan oleh 
amil yang bertugas untuk mengelola 
zakat, termasuk menyalurkannya. Zakat 
yang telah terkumpul selayaknya 
sesegera mungkin disalurkan. Hal 
tersebut tentunya diharapkan dapat 
merealisasikan tujuan hikmah zakat itu 
sendiri.  
Rasulullah SAW telah 
mencontohkan bagaimana seharusnya 
zakat tersebut disalurkan. Dalam suatu 
kisah disebutkan dimana beliau 
didatangi tiga orang secara berurutan 
untuk meminta zakat. Ketika orang yang 
keempat merupakan muzakki yang 
membayar zakat kepada beliau, akhirnya 
Rasulullah SAW langsung membagikan 
zakat tersebut kepada tiga orang 
mustahik tadi, yang telah diperintahkan 
untuk menunggu bersama beliau. 
Kisah di atas menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW memberi isyarat agar 
petugas zakat atau amil sesegera 
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mungkin menyalurkan zakat yang telah 
dibayarkan oleh muzakki. Bahkan, belum 
jauh muzakki pergi setelah 
membayarkan zakatnya, Rasulullah SAW 
langsung membagikan zakat tersebut 
kepada para mustahik yang telah datang 
kepadanya untuk meminta zakat.  
Rasulullah SAW telah meletakkan 
prinsip penyegeraan penyaluran zakat 
dan tidak memperlambat penyalurannya 
kepada yang berhak. Hal ini karena zakat 
merupakan hak fakir miskin yang harus 
disegerakan penunaiannya. Dalam hal ini 
pula, tentu pemerintah Islam tidak 
sepantasnya membiarkan harta zakat 
berada di kas Negara dalam waktu yang 
lama, namun harus disegerakan 
penunaiannya kepada yang berhak 
menerimanya sesuai dengan aturan 
syariat Islam. Pemerintah juga harus 
menghilangkan segala bentuk kesulitan 
apa pun atau pelaksanaan yang terlalu 
berbelit yang tidak memudahkan 
penyaluran zakat. 
Prinsip ini diperkuat oleh hadits 
yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Harits, 
“Kami shalat Ashar bersama Nabi, lalu ia 
mempercepat dan masuk ke dalam 
rumahnya. Tidak lama setelah itu, ia 
keluar. Mereka pun bertanya kepadanya. 
Nabi menjawab, “Aku meninggalkan 
sebatang emas hasil zakat di rumah. Aku 
tidak suka membuatnya bermalam, maka 
aku membagikannya.” 
Apa yang dilakukan Rasulullah SAW 
tersebut telah menginspirasi para 
khalifah setelahnya. Dimana pada masa 
pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-
Shiddiq, harta baitul mal tidak pernah 
menumpuk dalam jangka waktu yang 
lama karena langsung disalurkan kepada 
seluruh kaum muslimin yang berhak 
menerimanya. Bahkan ketika Abu Bakar 
wafat, hanya ditemukan satu dirham 
dalam perbendaharaan Negara. 
Gambaran di atas menunjukkan 
perhatian petugas amil zakat terkait 
pengurusan harta zakat. Dari penjelasan 
tersebut, dapat dipahami bahwa 
melambatkan penyaluran zakat 
diperbolehkan bila terdapat alasan-
alasan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari 
apa yang dilakukan Rasulullah SAW 
dengan mengecap unta zakat. Dapat 
dipahami pula bahwa zakat boleh 
dilambatkan penyalurannya, karena jika 
tidak diperbolehkan untuk dilambatkan, 
tentu tidak diperlukan cap pada binatang 
tersebut. 
Edukasi dan Pembinaan Mustahik 
Salah satu tujuan pengelolaan zakat 
adalah untuk membantu perekonomian 
mustahik agar dapat berkembang 
menjadi lebih baik. Bahkan, status 
mereka diharapkan bisa berubah dari 
mustahik menjadi muzakki. Konsep 
penyaluran zakat oleh amil zakat dapat 
diarahkan dari konsumtif menjadi 
produktif, agar dapat mengurangi rasa 
ketergantungan kaum dhuafa terhadap 
bantuan yang bentuknya konsumtif.  
Penyaluran zakat kepada mustahik 
hendaknya dibarengi dengan edukasi 
dan pembinaan. Hal ini penting 
dilakukan, karena suatu program 
penyaluran, baik yang sebatas 
pendistribusian maupun yang tergolong 
pendayagunaan, dapat dikatakan 
berhasil, jika setelah program 
dilaksanakan, mustahik yang menerima 
bisa tetap melaksanakan tujuan program 
secara berkelanjutan. Edukasi dan 
pembinaan tersebut dapat dilakukan 
dengan mengadakan pelatihan dan 
membangun mental tentang pengayaan 
wawasan usaha dan program yang akan 
dijalankan mustahik. 
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Langkah pertama yang perlu 
dilakukan dalam menyusun program 
pemberdayaan yang tepat adalah dengan 
melakukan pengkajian terlebih dahulu. 
Hal tersebut bertujuan untuk 
mengumpulkan data terperinci untuk 
mengetahu apa yang dibutuhkan dan 
diinginkan masyarakat. 
Di samping itu, penyusunan 
program pemberdayaan masyarakat 
hendaknya tidak hanya berbasis pada 
pemenuhan kebutuhan masyarakat 
target tapi juga pada pembinaan 
mentalitas target. Karena memenuhi 
kebutuhan tanpa membangun mentalitas 
masyarakat target menjadi mandiri 
hanya berujung pada sikap 
kebergantungan tanpa akhir. 
Untuk merealisasikan target dan 
tujuan dari program pemberdayaan 
tersebut, maka program tersebut 
membutuhkan beberapa tahapan agar 
bisa berjalan secara berkelanjutan. 
Dengan dibekali pembangunan 
mentalitas mustahik, serta dibantu 
dalam penyusunan programnya, 
mustahik juga perlu untuk diberikan 
pendampingan dalam menjalankan 
program tersebut. Sehingga dalam hal 
ini, amil dapat menunjuk SDM yang 
berkompeten sebagai mitra untuk 
mendampingi sekaligus melakukan 
pengawasan terhadap jalannya program 
tersebut. 
B. Analisis Pola Penyaluran Zakat 
yang Sesuai dengan Landasan Fiqh 
Pemenuhan Kebutuhaan Dasar 
Penyaluran zakat haruslah dilakukan 
kepada delapan golongan yang telah 
disebutkan di dalam al-qur’an. Beberapa 
ulama berpendapat agar zakat 
disalurkan secara merata kepada 
delapan golongan di masing-masing 
individu. Namun beberapa yang lainnya 
berpendapat bahwa zakat hendaknya 
disalurkan dengan porsi yang berbeda-
beda dengan perhitungan tertentu.  
“Secara teknis, penyaluran zakat 
dilakukan secara umum kepada dua hal, 
pertama kepada pemenuhan kebutuhan 
dasar dan kedua penyaluran dalam 
bentuk program. BAZNAS tidak dapat 
menutup atau menghalangi datangnya 
para mustahik secara perorangan yang 
ingin meminta zakat karena memang itu 
merupakan hak mereka.”   (Denny 
Hidayat) 
Abu Ubaid, dalam kitabnya Al-
Amwal menjelaskan bahwa yang paling 
penting dalam penyaluran zakat adalah 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. 
Seberapa pun besarnya, apa pun jenis 
zakat yang diberikan, dan bagaimana 
menyelamatkan orang-orang dari bahaya 
kelaparan. 
Ketika Abu Ubaid menegaskan 
untuk menyelamatkan umat muslim dari 
bahaya kelaparan, di saat yang 
bersamaan Abu Ubaid tidak memberikan 
hak penerimaan zakat kepada orang-
orang yang memiliki 40 dirham atau 
harta lainnya yang setara, di samping 
baju, pakaian, rumah, dan pelayan yang 
dianggapnya sebagai suatu kebutuhan 
standar hidup minimum. 
Senada dengan pendapat Abu Ubaid, 
Al-Mawardi memandang bahwa dalam 
Islam, pemenuhan kebutuhan dasar 
setiap anggota masyarakat bukan saja 
merupakan kewajiban penguasa dari 
sudut pandang ekonomi, melainkan juga 
moral dan agama. 
Zakat memang merupakan salah 
satu bentuk aktivitas ekonomi yang 
diwajibkan atas orang yang memiliki 
harta yang telah mencapai nisab, untuk 
kemudian disalurkan kepada mereka 
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yang berhak. Dalam hal ini, Imam Al-
Ghazali mengidentifikasi tiga alasan 
mengapa seseorang harus melakukan 
aktivitas-aktivitas ekonomi; 
a. Untuk mencukupi kebutuhan hidup 
yang bersangkutan 
b. Untuk mensejahterakan keluarga 
c. Untuk membantu orang lain yang 
membutuhkan 
Sebagai salah satu aktivitas ekonomi, 
maka zakat ditargetkan dapat menjawab 
ketiga alasan tersebut. Ketika seseorang 
telah mencukupi kebutuhan hidupnya, 
maka ia berkewajiban untuk membantu 
orang lain yang kekurangan untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya. 
“Dalam bentuk program, zakat tidak 
lagi disalurkan untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar mustahik, akan tetapi 
lebih kepada pendayagunaan dan 
pemberdayaan mereka, demi 
meningkatkan kesejahteraan mereka 
sendiri.”  (Denny Hidayat) 
Pembangunan Fasilitas Umum  
 “Menurut hemat saya, di dalam surat 
at-taubah ayat 60, jika diperhatikan 
dengan seksama,  kita melihat empat 
ashnaf yang pertama menggunakan 
huruf lam. Para ulama tafsir mengartikan 
lam tersebut lit tamlik (lam yang 
menunjukkan kepemilikan-pen), maka 
itu bersifat personal. Sehingga hal itu 
tidak boleh diganggu gugat, harus 
disalurkan kepada yang bersangkutan, 
mulai dari fakir, miskin, amilin, sampai 
muallafatu qulubuhum. Mulai dari riqab, 
gharim, fi sabilillah, ibn sabil, sudah 
menggunakan fi. Jadi kebalikan dari 
sebelumnya, kalau tadi bersifat personal, 
yang ini institusional, kelembagaan. 
Mungkin dalam bahasa fiqh lebih dikenal 
sebagai fardhu kifayah, seperti jihad, 
memandikan mayyit, mencetak buku, 
dan segala macam jenis kebaikan. Kalau 
jihad peperangan fi sabililllah itu 
hanyalah salah satu bentuknya, bukan 
satu-satunya. Pada zaman itu, yang 
dipentingkan adalah untuk peperangan, 
karena memang di zaman itu memang 
masa-masa peperangan. Sedangkan saat 
ini, peperangan dilakukan diantaranya 
dengan tinta, itu tentunya dengan buku, 
maka menurut hemat saya, itu boleh 
dimasukkan fi sabilillah. Tapi jangan 
sampai mengambil porsi ashnaf yang 
lain, terutama empat ashnaf yang 
pertama tadi. Karena empat itu adalah 
personal.” (M. Amin Suma)  
Perkembangan zaman mendorong 
para ulama untuk terus menemukan 
solusi atas fenomena yang muncul 
belakangan, seiring dengan 
berkembangnya zaman yang kian pesat. 
Yusuf Qardhawi menuliskan dimana kita 
melihat bahwa dengan qiyas, bisa 
dimasukkan banyak hal dalam bab zakat. 
Kita tidak menemukan satu madzhab 
pun, kecuali menyatakan pendapatnya 
dengan melalui salah satu bentuk dari 
bentuk-bentuk qiyas tersebut. Qiyas 
tersebut merupakan salah satu upaya 
para fuqaha dan ulama untuk mencari 
solusi atas berbagai persoalan 
kontemporer tentang zakat yang tidak 
terdapat dalil sharih yang 
menjelaskannya.  
Penyaluran zakat kepada 
pembangunan fasilitas umum, sangatlah 
erat hubungannya dengan dua hal; yaitu 
qiyasnya dengan ashnaf fi sabilillah dan 
pemenuhan kebutuhan dasar yang 
merupakan kebutuhan publik.  
Terkait qiyas dengan ashnaf fi 
sabilillah didasari atas pembagian 
delapan ashnaf oleh para ulama dimana 
empat golongan pertama yang 
disebutkan di dalam ayat zakat (QS. At-
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Taubah: 60) merupakan hak pribadi 
untuk kepemilikan atau hak individual. 
Sedangkan empat golongan yang kedua 
merupakan hak untuk keperluan masing-
masing golongan, atau ada juga yang 
menamakannya dengan hak 
institusional. 
Terkait penyaluran zakat kepada 
pembangunan fasilitas umum dalam 
konteks ini, senada dengan pendapat 
Yusuf Qardhawi tentang ibnu Sabil. Ia 
berpendapat bahwa apa yang diserahkan 
pada ibnu sabil bukanlah menjadi 
miliknya, akan tetapi diserahkan sesuai 
dengan kemaslahatan yang timbul di 
dalam perjalanan menuju kampung 
halamannya atau apa yang 
dibutuhkannya untuk menyampaikan 
maksudnya. Sehingga zakat diserahkan 
kepada empat golongan yang terakhir 
adalah karena ada sesuatu kebutuhan 
atau keadaan yang menyebabkan mereka 
berhak menerima zakat. 
Dari pendapat di atas, penulis 
melihat bahwa pembangunan fasilitas 
umum memiliki illat (motif) yang sama 
dengan fi sabilillah, yaitu untuk 
kemaslahatan di jalan Allah. Namun yang 
perlu digarisbawahi dalam penyaluran 
zakat tersebut adalah bahwa 
pembangunan fasilitas umum tersebut 
harus dilandasi kemaslahatan dan 
memiliki tujuan untuk menegakkan nilai 
Islam.  
“Tapi, saya kurang pas kalau fi 
sabilillah itu dimasukkan apa saja 
termasuk pembangunan masjid. Saya 
melihat membangun masjid itu begini, 
itu kan fardhu ‘ain shalatnya. Hal-hal 
yang fardhu ‘ain, harus dibangun, jangan 
menggunakan dana zakat. Ada hadits 
man bana masjidan, banallah baitan fil 
jannah. Jadi prinsipnya, saya setuju 
masjid bukan mustahik. Maka prinsipnya 
dana zakat bukan untuk membangun 
masjid. Kecuali untuk masyarakat yang 
rata-rata miskin masyarakatnya, mereka 
butuh untuk membangun masjid, beri 
dana zakat, karena memang adanya dana 
zakat. Jadi sifatnya itu “buka tutup” kalau 
saran saya. Dibuka untuk daerah-daerah 
minus, dan saya merekomendasikan 
untuk yang itu. Untuk daerah yang sudah 
kaya, maka tutup dana zakat untuk 
masjid. Jadi tidak semua daerah itu sama, 
sifatnya kondisional.”       (M. Amin Suma) 
Mendirikan sekolah berdasarkan 
faktor tertentu adalah perbuatan saleh 
dan kesungguhan yang patut disyukuri, 
akan tetapi ia tidak dimasukkan ke 
dalam ruang lingkup sabilillah. Namun 
jika di dalam suatu daerah dimana 
pendidikan menjadi masalah yang utama, 
dan yayasan pendidikan telah dikuasai 
kaum sekuler dan kafir, maka pendirian 
madrasah yang berdasarkan ajaran Islam 
yang murni menjadi bentuk sabilillah. 
Pembangunan fasilitas umum 
lainnya yang memang berada dalam 
kondisi seperti di atas dapat 
dikategorikan sebagai sabilillah. 
Termasuk pembangunan rumah sakit, 
jika memang di suatu daerah sangat 
minim orang kaya muslim untuk 
menyelamatkan mereka dari 
pembayaran mahal dari orang nasrani 
yang menyesatkan. Juga pembangunan 
perpustakaan Islam untuk kepentingan 
mempelajari buku-buku, dalam 
menghadapi perpustakaan-perpustakaan 
yang bacaannya merusak. 
Dalam konteks yang kedua, fasilitas 
umum dapat diartikan sebagai 
pemenuhan kebutuhan dasar, yang 
merupakan kebutuhan publik. Al-
Mawardi berpendapat bahwa 
pemerintah harus menyediakan 
infrastruktur yang diperlukan bagi 
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perkembangan ekonomi dan 
kesejahteraan umum. Ia mengatakan, 
“Jika hidup di kota menjadi tidak 
mungkin karena tidak berfungsinya 
fasilitas sumber air minum atau 
rusaknya tembok kota, maka Negara 
bertanggung jawab untuk 
memperbaikinya, dan jika tidak memiliki 
dana, Negara harus menemukan jalan 
untuk memperolehnya” 
Dewasa ini pendidikan dan 
kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi 
masyarakat. Sehingga penyediaan 
fasilitas pendidikan dan kesehatan 
menjadi kebutuhan dasar publik yang 
harus dipenuhi.  
Dari pendapat Al-Mawardi di atas, 
dapat disimpulkan bahwa jika terdapat 
di suatu daerah miskin yang belum 
memiliki fasilitas pendidikan dan 
kesehatan yang layak, amil zakat dapat 
menyalurkannya kepada pembangunan 
sekolah maupun rumah sakit, sebagai 
pemenuhan kebutuhan publik. Kebijakan 
tersebut juga tentunya dapat berlaku 
bagi pembangunan infrastruktur lainnya 
yang memang terjadi di daerah yang 
memang masih tergolong daerah miskin.  
Layanan Kesehatan 
Kesehatan dalam kondisi sekarang ini 
menjadi salah satu kebutuhan dasar yang 
harus dipenuhi bagi setiap individu. 
Melihat fenomena saat ini, 
perkembangan layanan dalam bidang 
kesehatan dan kedokteran sangatlah 
pesat. Ada banyak rumah sakit atau 
pusat layanan kesehatan, khususnya 
yang dikelola secara komersial, 
menuntut beban biaya yang cukup besar, 
sehingga tidak bisa dijangkau fakir 
miskin.  
Kalangan ulama dan fuqaha 
kontemporer, menyambut positif 
penyaluran zakat untuk pengobatan fakir 
miskin. Namun, hal tersebut dilakukan 
sebatas untuk memenuhi kebutuhan 
mereka untuk pengobatan utama, atau 
dalam rangka penyembuhan penyakit. 
Tidak diperkenankan untuk hal-hal yang 
tidak mendesak, seperti soal 
mempercantik diri, atau soal-soal yang 
bersifat komplementer lainnya. Karena 
yang demikian, bukan merupakan porsi 
zakat. 
Kesehatan merupakan kebutuhan 
dasar yang harus dipenuhi oleh setiap 
manusia. Tanpa jasmani dan ruhani yang 
sehat, manusia akan sulit untuk berbuat 
atau bahkan ia juga akan mengalami 
kesulitan atau sedikit banyak 
“terganggu” untuk beribadah kepada 
Allah SWT Sang Khaliq lantaran penyakit 
yang dideritanya. 
Biaya pengobatan yang cukup 
mahal, semakin memperparah kondisi 
masyarakat miskin. Mereka merasa 
kesulitan untuk mengembalikan kondisi 
kesehatan mereka, ketika mereka merasa 
kesehatan mereka terganggu. Bahkan, 
tidak sedikit dari kaum fakir miskin tetap 
bekerja keras untuk mencari nafkah, 
meskipun penyakit menderita di tubuh 
mereka. Seakan penyakit tersebut 
tidaklah mereka rasakan. 
Zakat sebagai ibadah sosial harus 
turut andil dalam memecahkan 
permasalahan sosial seperti ini. Karena 
hak untuk hidup sehat merupakan hak 
setiap insan. Dengan begitu, usaha untuk 
memenuhi hak tersebut dapat dilakukan 
dengan mengambil hak tersebut dari 
tangan orang kaya. 
Peningkatan Mutu Pendidikan 
Rasulullah SAW telah memberi 
perhatian besar terhadap pendidikan 
dan pengajaran bagi setiap muslim 
khususnya para sahabat ketika itu, dan 
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memanfaatkan sumber daya untuk 
membuat mereka melek huruf. Terlebih, 
urusan pendidikan ini merupakan 
perintah langsung dari Allah SWT.  
Yusuf Qardhawi berpendapat 
apabila seseorang mengkhususkan diri 
mencari ilmu, maka boleh diberi zakat 
sekedar memenuhi kebutuhan membeli 
buku-buku atau untuk kepentingan 
agama dan dunianya. 
Orang yang mencari ilmu patut 
diberi zakat karena dia melaksanakan 
fardhu kifayah, dan juga faedah ilmunya 
itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga 
untuk seluruh umat. Ia berhak ditolong 
dengan harta zakat. Karena ia termasuk 
kategori orang yang membutuhkan 
pertolongan kaum muslimin atau orang 
yang dibutuhkan kaum muslimin itu 
sendiri. 
Sebagian ulama mempersyaratkan 
orang yang menuntut ilmu itu hendaklah 
bisa diharapkan keunggulan prestasinya 
dan dipakai oleh umat. Jika tidak 
demikian, maka tidak berhak atas zakat 
selama kuat bekerja. Yusuf Qardhawi 
menilai bahwa ini adalah pendapat yang 
logis, ini pula yang dilakukan Negara-
negara sekarang yang memberi beasiswa 
bagi siswa berprestasi untuk belajar ke 
luar negeri atau dalam negeri. 
Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddiqi 
mengutip pendapat Imam An-Nawawi 
yang mengatakan, 
“Sekiranya seseorang sanggup 
berusaha yang berpadanan dengan 
kemampuannya, tetapi ia sibuk dengan 
mempelajari ilmu agama, dalam arti jika 
mempergunakan waktu untuk berusaha, 
tidak dapatlah ia mencari ilmunya itu, 
maka orang yang demikia boleh 
menerima zakat, karena mencari ilmu itu 
fardhu kifayah. Adapun orang yang tidak 
mungkin memperoleh ilmu, tidak halal 
mengambil zakat jika ia sanggup 
berusaha, walaupun ia bermukim di 
sekolah” 
Beasiswa dalam struktur 
pembiayaan dana zakat infak dan 
sedekah, bukanlah hal yang sangat 
primer atau mendasar dibanding dengan 
memberikan zakat pada fakir miskin 
yang terlihat secara fisik (keluarga yang 
tidak mampu makan minum). Namun 
dalam golongan yang berhak menerima 
zakat, pemberian beasiswa tergolong 
ashnaf fi sabilillah, orang yang juga 
berhak menerima zakat.  
Di Indonesia, penyaluran zakat 
untuk program beasiswa telah 
ditetapkan sebagai bentuk penyaluran 
zakat yang sah secara syariat. Hal 
tersebut tertuang dalam Fatwa MUI: 
 Zakat untuk Beasiswa adalah sah karena 
termasuk ashnaf fi sabilillah, yang 
tertuang dalam Surat Keputusan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Tentang 
Pemberian Zakat Untuk Beasiswa 
Nomor: Kep- 120/MUI/II/1996, 
tertanggal 14 Februari 1996, yang 
bunyinya "Memberikan uang zakat untuk 
keperluan pendidikan, khususnya dalam 
bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, 
karena termasuk dalam asnaf fi sabilillah, 
yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana 
zakat berdasarkan Al-Qur’an surat At-
Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat-
zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 
budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang 
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana" 
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Peningkatan kualitas pendidikan 
melalui penyaluran dana zakat tidak 
hanya dilakukan dengan memberikan 
beasiswa untuk sekolah umum. Namun 
bisa juga diarahkan untuk 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan untuk peningkatan 
keterampilan non-formal (luar sekolah) 
yang dapat dimanfaatkan mustahik 
untuk kelanjutan menjalani hidup dan 
menggapai kesejahteraanya. Untuk 
penyaluran zakat dalam bentuk ini, 
lembaga amil harus mampu melihat 
peluang dan tantangan yang ada pada 
kondisi lokal berkaitan dengan aktivitas 
perekonomian dan penerapan sistem 
demokrasi. 
Dakwah dan Sosial 
Dakwah menyeru kepada Allah SWT 
adalah keharusan syariah dan kebutuhan 
manusia untuk membersihkan mereka 
dari kerusakan yang timbul akibat 
kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikan, 
kemunafikan dan lainnya.  
Dewasa ini, musuh-musuh Islam 
memiliki lembaga-lembaga dan 
kelompok-kelompok misionaris yang 
tidak mungkin dibendung dengan cara 
sendiri-sendiri, tetapi harus dilawan 
melalui lembaga-lembaga dan kelompok 
pula. Dari sinilah, muncul banyak 
organisasi yang tujuan utamanya adalah 
dakwah. 
Kondisi tersebut memunculkan 
pertanyaan tentang kemungkinan 
mengarahkan penyaluran zakat kepada 
organisasi-organisasi tersebut untuk 
membantu mereka dalam mengemban 
risalahnya yang disyariatkan.  
Para ulama fiqh zakat telah 
mendiskusikan hal ini secara terperinci 
pada muktamar internasional yang 
diadakan di Senegal pada tahun 
1415H/1995 M. muktamar tersebut 
menetapkan wajibnya peran zakat dalam 
dakwah, yang diantaranya dalil yang 
dijadikan landasan pada masalah ini 
adalah: 
a. Wajibnya dakwah ke jalan Allah SWT 
sebagaimana terdapat dalam al-
qur’an, hadits, dan ijma’. 
b. Pos fi sabilillah dalam zakat 
memungkinkan untuk mencakup 
aktivitas menolong agama Allah SWT, 
menegakkan syariat-Nya yang suci 
serta memelihara kemaslahatan 
umum umat Islam. 
c. Menghadang laju misionaris yang 
dilakukan di suatu wilayah atau 
Negara.  
Kuota zakat untuk golongan fi 
sabilillah pada kondisi kekinian dapat 
disalurkan kepada para da’i 
sukarelawan, serta pihak-pihak lain yang 
mengurusi aktivitas dakwah. Di samping 
itu, zakat juga dapat disalurkan untuk 
membiayai pusat-pusat dakwah Islam 
yang dikelola oleh tokoh Islam yang 
ikhlas dan jujur di berbagai Negara non-
muslim yang bertujuan menyebarkan 
Islam dengan berbagai cara yang legal 
yang sesuai dengan tuntutan zaman. 
Bentuk pembiayaan dakwah tersebut 
antara lain: 
a. Pembangunan pusat pendidikan atau 
pelatihan dai. 
b. Percetakan dan penyebaran buku-
buku Islam. 
c. Pembiayaan untuk pengiriman para 
dai ke daerah-daerah yang dinilai 
perlu. 
Islam tidaklah membiarkan orang 
yang mendapatkan musibah, menunggu 
sumbangan orang lain saja. Akan tetapi 
telah memberinya bagian dari baitul mal 
dan juga dari zakat itu sendiri dengan 
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diatur oleh penguasa tanpa rasa takut 
dan malu.  
Di dalam hadits dari Qabishah yang 
telah disebutkan pada pembahasan 
sebelumnya, Rasulullah SAW 
menyatakan bahwa orang yang tertimpa 
musibah berhak mendapat bagian dari 
zakat sampai kemampuannya di bidang 
materi kembali pulih. Sifat zakat yang 
seperti ini menunjukkan bahwa zakat 
menyelamatkan masyarakat dari 
kehancuran dan kebinasaan hidup.   
Pemberian Pinjaman dari Zakat 
Para ulama terkait dalam hal ini, 
memang masih dalam perdebatan yang 
cukup panjang. Namun, dengan melihat 
dan mengacu kepada qiyas yang benar 
dan merujuk kepada tujuan umum ajaran 
Islam terkait zakat, maka Yusuf 
Qardhawi berpendapat bahwa 
diperbolehkan kepada kita memberikan 
pinjaman kepada orang yang 
membutuhkannya dari bagian gharimin. 
Hanya saja hal tersebut harus diatur 
sedemikian rupa dan dikeluarkan dari 
brankas khusus, sehingga dengan itu 
zakat dibagikan dengan pembagian yang 
praktis dalam memerangi riba dan 
menghapuskan segala bunga ribawi.  
Pendapat di atas dianut oleh oleh tiga 
ulama, Abu Zahrah, Khallaf, dan Hasan 
dalam bahasan tentang zakat. Mereka 
beralasan, bahwa apabila utang boleh 
dibayar dari harta zakat, maka tentu 
akan lebih utama jika diperbolehkan 
peminjaman dari zakat yang bersih dari 
unsur riba. 
Aturan syariah telah menetapkan 
bahwa dana hasil pengumpulan zakat, 
sepenuhnya adalah hak milik dari para 
mustahik. Dengan demikian, pola 
penyaluran produktif yang dapat 
dikembangkan, dengan merujuk kepada 
qiyas yang dilakukan oleh para ulama 
sebagaimana yang dikemukakan di atas, 
adalah skema qardhul hasan. Namun, bila 
ternyata si peminjam dana tersebut tidak 
mampu mengembalikan pokok tersebut, 
maka hukum zakat mengindikasikan 
bahwa si peminjam tersebut tidak dapat 
dituntut atas ketidakmampuannya 
tersebut, karena pada dasarnya dana 
tersebut adalah hak mereka. 
Qardhul hasan yang bersumber dari 
dana zakat seperti ini dilakukan untuk 
membantu usaha sangat kecil dan 
keperluan sosial. Di samping sumber 
dana umat, para praktisi ekonomi dan 
perbankan syariah demikian juga ulama, 
melihat adanya sumber dana lain yang 
dapat dialokasikan untuk skema ini, 
yaitu pendapatan-pendapatan yang 
diragukan kehalalannya. 
Terlepas dari perbedaan pendapat 
ulama fiqh terkait hal ini, ada beberapa 
kelebihan jika pola qardhul hasan 
dikedepankan dalam penyaluran zakat 
produktif: 
a. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga 
pengumpul zakat adalah bagaimana 
lembaga tersebut dapat menjadi 
salah satu elemen dari sekuritas 
sosial yang mencoba mengangkat 
derajat kesejahteraan seorang 
mustahik menjadi muzaki. Jika hanya 
pola konsumtif yang dikedepankan, 
tampaknya akan sulit tujuan ini bisa 
tercapai. 
b. Modal yang dikembalikan oleh 
mustahik kepada lembaga zakat, 
tidak berarti bahwa modal tersebut 
sudah tidak lagi menjadi haknya si 
mustahik yang diberikan pinjaman 
tersebut. Ini artinya bisa saja dana 
tersebut disalurkan kembali dengan 
memberi balik kepada mustahik 
tersebut yang akan dimanfaatkan 
untuk penambahan modal usahanya 
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lebih lanjut. Dan kalaupun tidak, hasil 
akumulasi dana zakat dari hasil 
pengembalian modal akan kembali 
didistribusikan kepada mustahik lain 
yang juga berhak. Dengan begitu, 
akan ada harapan bagi lembaga amil 
untuk dapat benar-benar menjadi 
partner bagi mustahik untuk 
pengembangan usahanya sampai 
terlepas dari batas kemustahikannya. 
Penyaluran zakat kepada usaha 
produksi seperti di atas, dari segi 
ekonomi dan sosial merealisasikan 
perubahan kelompok masyarakat miskin 
dan menganggur menjadi kelompok 
produktif, sebagaimana ia ikut andil 
dalam mengatasi problem pengangguran, 
anak jalanan, kriminalitas, dan semua 
bentuk kerusakan ekonomi dan sosial 
yang tersebar dimana-mana.  
Dalam kondisi di atas, diharuskan 
adanya studi kelayakan yang sempurna, 
yang dalam ilmu ekonomi dikenal 
dengan studi kelayakan bisnis. Pola 
seperti di atas telah diperbolehkan 
menurut ketetapan Majelis Fiqh Al-Islami 
di bawah Munazhomah Mu’tamar Al-
Islami. 
Pada masa khalifah Umar bin 
Khattab, dana zakat terkumpul di dalam 
baitul mal. Dan harta yang ada di baitul 
mal dianggap sebagai harta kaum 
muslimin, sedangkan khalifah dan para 
amil hanya berperan sebagai pemegang 
amanah. Dengan demikian, Negara 
bertanggung jawab untuk menyediakan 
makanan bagi para janda, anak-anak 
yatim, termasuk memberikan pinjaman 
tanpa bunga untuk tujuan komersial, 
seperti kasus Hind binti Ataba. Bahkan, 
Umar pernah meminjam sejumlah kecil 
uang untuk keperluan pribadinya. 
Dari penjelasan di atas, dapat 
dipahami bahwa zakat harus benar-
benar disalurkan untuk mengatasi 
kesulitan hidup masyarakat kaum 
dhuafa. Oleh karenanya lembaga zakat 
dituntut mampu merancang program 
pemberdayaan masyarakat yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat setempat 
dan bisa tepat sasaran. Sehingga 
keberadaan zakat, infak, dan sedekah 
benar-benar berarti bagi perbaikan taraf 
hidup masyarakat. Membuat suatu 
program penyaluran dan pemberdayaan 
masyarakat harus berorientasi pada 
pelayanan kebutuhan dan penguatan 
pemberdayaan masyarakat. Ketika zakat 
disalurkan untuk mencukupi kebutuhan 
mustahik, dan zakat juga diberdayakan 
untuk menguatkan potensi sosial dan 
ekonomi masyarakat, maka tujuan dan 
hikmah zakat akan dapat terwujud 
dengan baik. 
Bagian dan Operasional Amil 
Amil merupakan pegawai seperti 
pegawai pada umumnya. Maka 
selayaknya amil juga diberi upah sesuai 
dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil 
dan tidak pula terlalu berlebihan. Zakat 
tetap diberikan kepada amil, meskipun ia 
adalah kaya. Karena bagian zakat yang 
diberikan kepadanya adalah sebagai 
imbalan atas kerjanya, bukan berupa 
pertolongan bagi yang membutuhkan.  
Saat ini, tercatat sekitar 30.000 amil 
yang ada di Indonesia. Para amil tersebut 
tersebar di berbagai lembaga zakat yang 
ada, baik BAZ maupun LAZ. Melihat 
kepada status amil sebagai profesi, maka 
tingkat kesejahteraan amil pun dapat 
dihitung layaknya seperti profesi lainnya, 
yaitu dengan dihitung berdasarkan 
tingkat prestasi kerjanya. 
Sebagai gambaran dari jatah 12,5 
persen atau 1/8 dari total zakat 
terkumpul, sebagaimana yang tercantum 
dalam al-qur’an, jatah amil di lembaga 
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zakat itu kemudia dibagi-bagi untuk gaji 
pokok dan operasional para amil. 
Sehingga dengan dana tersebut pula, 
amil juga bisa mendapatkan tunjangan 
lain selayaknya pegawai yang bekerja di 
perusahaan. 
Gaji bagi para amil zakat dihitung 
berdasarkan kemampuan dan kadar 
kerjanya, pada umumnya berdasarkan 
persentase dari jumlah harta yang 
terkumpul seperti yang dikatakan oleh 
Imam Syafi’i:  
Berikanlah kepada mereka jumlah 
tertentu, dimana jumlah ini pada zaman 
Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%. 
Syafi’I berpendapat bahwa amilin 
diberi zakat sebesar bagi kelompok 
lainnya, kerena didasarkan pada 
pendapatnya yang menyamakan bagian 
semua golongan mustahik zakat. Kalau 
upah itu lebih besar dari bagian tersebut, 
haruslah diambilkan dari harta di luar 
zakat.  
Jumhur ulama berpendapat, bahwa 
amilin itu diberi zakat sesuai dengan 
haknya, seperti terdapat dalam nash al-
qur’an, meskipun lebih besar dari batas 
yang ditentukan.  
Berkenaan dengan bagian dan 
operasional amil dari zakat, jelas 
disebutkan bahwa amil merupakan salah 
satu dari delapan ashnaf mustahik, 
sehingga ia layak dan berhak untuk 
menerima bagian dari zakat. Mengingat 
amil juga merupakan profesi yang sama 
dengan profesi pada umumnya, maka 
seorang amil juga berhak untuk 
menerima tunjangan sesuai dengan 
prestasi kerjanya. Hal ini dimaksudkan 
agar pemberian bagian dari zakat kepada 
amil tersebut dapat menjadi insentif 
untuk terus meningkatkan kinerjanya 
dalam rangka mengelola zakat dengan 
lebih baik.  
Di samping itu, bagian zakat juga 
dapat digunakan untuk biaya operasional 
amil dalam mengelola zakat. Hal ini 
sangat diperlukan guna memaksimalkan 
peran dan fungsi amil dalam mengelola 
zakat, khususnya untuk menggali potensi 
zakat yang sangat besar.  
IV. KESIMPULAN 
Sebagai ikhtitam, dari penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan, 
penulis menyimpulkan beberapa hal 
berikut: 
Pertama, penyaluran zakat haruslah 
mengacu pada ketentuan dasar dalam 
fiqh, antara lain: 
a. Perlunya bagi amil melakukan 
pemetaan terhadap mustahik untuk 
merumuskan skala prioritas 
mustahik dan penentuan wilayah 
penyaluran zakat. 
b. Zakat disalurkan kepada delapan 
ashnaf mustahik adalah mutlak, dan  
tidak diperbolehkan secara syariat 
disalurkan kepada selain mereka. 
c. Porsi zakat yang diberikan kepada 
mustahik hendaknya disesuaikan 
dengan tingkat kebutuhan masing-
masing individu mustahik. 
d. Zakat yang telah terkumpul, 
hendaknya disegerakan untuk 
disalurkan. 
e. Perlunya membina mustahik oleh 
amil dalam pendayagunaan zakat. 
f. Memperhatikan batasan-batasan fiqh 
terkait penyaluran zakat.  
Kedua, penyaluran zakat dapat 
dilakukan dengan beberapa pola 
penyaluran yang diperbolehkan secara 
fiqh, antara lain: 
a. Memenuhi kebutuhan dasar 
mustahik, yang meliputi kebutuhan 
sandang, pangan, dan papan. 
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b. Mendirikan fasilitas umum yang 
menunjang kegiatan keislaman atau 
kelayakan taraf kualitas hidup 
mustahik di suatu wilayah tertentu. 
c. Memberikan layanan kesehatan bagi 
mustahik sebagai kebutuhan dasar, 
seperti layanan pengobatan gratis. 
d. Pemberian beasiswa pendidikan 
untuk para penuntut ilmu. 
e. Memenuhi kebutuhan para dai yang 
melakukan dakwah di berbagai 
daerah, serta menyalurkan bantuan 
kepada korban musibah dan 
bencana. 
f. Memberikan pinjaman lunak 
(qardhul hasan) kepada mustahik 
untuk keberlanjutan usaha mustahik, 
setelah terpenuhi kebutuhan 
dasarnya. 
g. Memberikan gaji dan biaya 
operasional kepada amil sebagai 
kompensasi pekerjaan dan tanggung 
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